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BUPATI MAJENE  

 

PERATURAN BUPATI MAJENE 

NOMOR 14 TAHUN 2012 
 

TENTANG 
 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MAJENE TAHUN 2013 

 

BUPATI MAJENE, 

 

Menimbang  :  a.  bahwa untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan daerah secara efektif dan 
efisien serta untuk menindaklanjuti ketentuan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2013, perlu ditetapkan 
Rencana Kerja Pemerintah  Daerah Kabupaten Majene 
tahun 2013; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf  a di atas perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati 

 

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4250); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 209, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tata 
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 
2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran 
Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Majene 
(Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 
Nomor12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Majene Nomor 12); sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor  2 Tahun 
2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Majene 
(Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 
Nomor 2); 
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18. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah 
Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 13); 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Majene Nomor  3 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Majene Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah 
Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene 
Tahun 2011 Nomor 3); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 
Daerah Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran 
Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene 
Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Majene Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 
Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah 
Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 4); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 15 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Kecamatan dan Pembentukan Kelurahan dalam Wilayah 
Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene 
Tahun 2008 Nomor 15); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 16 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majene 
(Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 
Nomor 16); 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PERATURAN 

BUPATI MAJENE TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 
DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2013. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Majene; 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah 
sebagai unsur  penyelenggaran pemerintah daerah; 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Majene; 

4. Pembangunan Daerah adalah Pembangunan yang 
dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Majene; 

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang 
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen 
perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun; 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang 
selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen 
perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun; 

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya 
disingkat RKPD Pemerintah Kabupaten Majene adalah 
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun; 

8. Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah  Daerah, yang 
selanjutnya disingkat Renstra-SKPD adalah Rencana 
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Majene; 

9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang 
selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen 
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.  

 
 

Pasal  2 

(1) RKPD Kabupaten Majene tahun 2013 merupakan dokumen 
perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Majene 
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada 
tanggal 2 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 31 
Desember 2013, memuat rancangan kerangka ekonomi 
daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan 
pendanaanya, baik yang dilaksanakan langsung oleh 
pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong 
partisipasi masyarakat; 
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(2) RKPD Kabupaten Majene merupakan landasan dan acuan 
bagi penyusunan Renja SKPD dalam lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Majene selama tahun 2013. 

 
 

Pasal  3 

RKPD Kabupaten Majene tahun 2013 bertujuan untuk 
memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas 
sesuai dengan visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran yang 
ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada tahun 
2013. 

 

 

Pasal  4 

(1) Sistimatika RKPD Kabupaten Majene Tahun 2013 sebagai 
berikut : 

 
BAB     I  PENDAHULUAN 

BAB    II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 
LALU DAN CAPAIAN KINERJA PEMERINTAHAN 

BAB   III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH 
BESERTA KERANGKA PENDANAAN  

BAB   IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 
DAERAH TAHUN 2013 

BAB    V  RENCANA PROGRAM  DAN KEGIATAN 
PRIORITAS DAERAH 

 
(2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 

ini secara lengkap tercantum dalam lampiran ini dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan 
Peraturan ini. 

 
 

Pasal  5 

Setiap 3 (tiga) bulan dilakukan monitoring, evaluasi terhadap 
Peraturan Bupati ini untuk disesuaikan dengan 
perkembangan kehidupan masyarakat dan kemajuan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Majene. 
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BAB II 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal  6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam 
Berita Daerah Kabupaten Majene.  

 
 

Ditatapkan di Majene 
pada tanggal 23 Mei 2012 
 
BUPATI MAJENE, 
 
 
 
H. KALMA KATTA 

 

Diundangkan di Majene  
pada tanggal 23 Mei 2012 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE, 
 
 
 
 
H. SYAMSIAR MUCHTAR M. 

Pangkat : Pembina Utama Muda 
NIP  : 19570515 198610 1 001   
 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2012 NOMOR 113. 

 
 

 

 


